BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Untuk mengakhiri skripsi ini dengan pembahasan sebelumnya
tentang “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Hak Pilih Orang dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Pemilihan Umum” penulis

menyimpulkan bahwa:

1. Atas pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi
dengan Nomor 135/PUU-XI111/2015, Undang-undang Nomor 07
Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Pasal 148 UU No. 36
Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 13 UU No0.08 Tahun 2009
tentang penyandang disabilitas, Pasal 43 ayat (1) undang-
undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang memperbolehkan bahwa orang dengan gangguan
jiwa diperbolehkan untuk ikut serta dan memilih pada saat
pemilihan umum. Memang odgj atau penyandang disabilitas
mental juga termasuk warga negara yang keberadaannya benar-
benar diakui dan harus dilindungi haknya termasuk hak
politiknya. Akan tetapi orang dengan gangguan jiwa itu adalah
orang yang mengalami gangguan yang mengenai satu atau lebih
fungsi jiwa, yang ditandai oleh terganggunya emosi, perilaku,
dan proses berpikir, odgj tidak dapat berpikir dengan jernih.
Odgj yang dapat memilih itu odgj yang menjalani masa

perawatan keluarga, odgj juga membutuhkan pendampingan,
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orang dengan gangguan jiwa boleh memilih dengan catatan
pada saat pencoblosan memiliki surat keterangan dari dokter.

Peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan bahwa
orang dengan gangguan jiwa itu diperbolehkan untuk ikut serta
dan memilih pada saat pemilihan umum, itu tidak sesuai dengan
figh siyasah vyaitu al-maslahat al-mursalah yakni demi
kemaslahatan umat. Karena odgj atau penyandang disabilitas
mental merupakan orang yang mengalami gangguan dalam
berpikir, berperilaku, serta emosi berupa sekumpulan gejala
dan/atau perubahan perilaku yang signifikan juga dapat
menyebabkan penderitaan dan gangguan hilangnya fungsi
sebagai manusia.Untuk itu odgj atau disabilitas mental tidak
dapat diperkenankan memilih dan bertanggung jawab dalam
pemilu, sebab tidak memiliki akal yang cukup sebagai landasan

untuk memilih.

B. Saran-Saran

Setelah menjelaskan dan menarik kesimpulan, penulis

menyampaikan saran pada skripsi ini, yaitu:

1.

Disarankan kepada panitia pemilu agar orang dengan gangguan
jiwa atau penyandang disabilitas mental tidak diberikan hak
memilih karena tidak mempunyai akal yang cukup.

Disarankan kepada KPU agar tidak mendatakan odgj untuk
tidak mendapatkan hak pilih dalam pemilihan umum
dikarenakan peraturan tersebut tidak sesuai dengan al-maslahat

al-mursalah.



